
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 93 TAIIUN 20/22

TENTANG
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGN DASAR PENENTUAN

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA

DPRD, DAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN UIAKIL KETUA DPRD
TNIUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 188-3ll78O8lSJ perihal Penjelasan terhadap

Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai Nota Dinas

Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri 15 November 2022 Nomor

9OO|4O94/418.5I12O22 perihal Pen5rusunan Peraturan Bupati Kediri tentang

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menetapkan Besaran

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan

Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tahun 2023

serta Berita Acara tanggal 15 November 2022 Nomor 90013610/418.5I/2022

tentang Rapat Pembahasan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran

T\rnjangan Komunikasi Intensif dan T\rnjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Perhitungan

Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Ttrnjangan

Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, T\rnjangan Reses

bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD

dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan

Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran T\rnjangan Komunikasi Intensif bagi

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, T\rnjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Tahun Anggaran 2023;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O);

3. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286l.;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234l' sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor L43, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6501);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Talrrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6O57);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor

2036l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratur€Ln Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor LO67);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol7 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 159);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN

DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN

ANGGARAN 2023.

BAB I
I(ETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD

Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten

Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok

Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar

pernghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional

pimpinan DPRD.

5. Ttrnjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan

kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

6. Tlrnjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD;

7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan

setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan

dengan representasi, pelayarrarr, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas

ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PTRIIITUNGAN KTMAMPUAIT KTUAITGAIT DAERAII

Pasal 2

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran

pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli

daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan

serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2022 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran

yang direncanakan yaitu Tahun Anggaran 2O2O sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

l. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.820.130.219.303,24 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis :

1) Pendapatan Pajak Daerah Rp. 211.898.045.266,30

2) Hasil Retribusi Daerah Rp. 26.810.037.670,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan Rp. 10.525.930.496,50
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4) Lain-lain PAD yang sah Rp. 264.539.OL2.7O8.44

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 513.773.026.L41,24

b. Dana Perimbangan terdiri dari jenis :

1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil

bukan pajak Rp. 156.443.035.162,00

2) Dana alokasi umum Rp. 1. 149.914. 158.000.00

Jumlah Realisasi Dana Perimbangan Rp. 1.306.357.193. 162,00

2. Belanja Pegawai ASN sebesar Rp. 978.994.O97.O21,00 terdiri dari :

a. Belanja Gaji dan tunjangan terdiri dari :

1) Gaji pokok

2l T\rnjangan keluarga

3) T\rnjangan jabatan

4) T\rnjanganfungsional

5) T\rnjangan fungsional umum

6) T\rnjangan beras

7l Tunjangan PPh

8) Pembulatan gaji

9) Iuran jaminan kesehatan

10) Iuran jaminan kecelakaan kerja

11) Iuran jaminan kematian

Jumlah belanja gaji dan tunjangan

b. Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan

obyektif lainnya (Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Daerah)

4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan

obyektif lainnya (Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Retribusi Daerah)

5) Tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi

Guru PNSD

6) Tambahan penghasilan Guru PNS Daerah

Jumlah tambatran penghasilan

Rp. 496.530.859.647,OO

Rp. 44.467.296.172,00

Rp. 5.973.165.000,00

Rp. 33.283.473.000,00

Rp. 7.OO7.260.000,00

Rp. 25.468.8O3.748,OO

Rp. 837.767.024,00

Rp. 6.478.591,00

Rp. 27.643.868.387,00

Rp. 1.007.343.741,OO

Rp. 645.25O.936.273,OO

87 .788.742.772,OO

435.570.855,00

8.899.741.859,00

518.531.082,00

236.O3L.239.180,00

66e.335.009pQ

Rp. 333.743.160.748,00

Jumlah belanja pegawai (a+b) Rp. 978.994.097.O21,OO

3. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp

1.820.130.219.303,24 (satu triliyun delapan ratus dua puluh milyar seratus tiga puluh juta

dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga rupiah dua puluh empat sen) dikurangi Belanja

Pegawai sebesar Rp. 978.994.097.021,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan

ratus sembilan puluh empat juta Sembilan puluh tuluh ribu dua puluh satu rupiah) yaitu

sebesar Rp.841.136.122.282,24 (delapan ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh

enam juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh empat

sen).

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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Pasal 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri sebesar

Rp. 841.L36.L22.282,24 (delapan ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta

seratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh empat sen) berada di

atas Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga masuk pada kelompok

kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III
BESARAN TUNJANGNI KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, besarannya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri

sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB TY

BTSARA}T TUNJAITGAN RESTS

Pasal 7

(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, besarannya dihitung

berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

Tlnjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 7 (tujuh)

kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB V

BISARAIT DANA OPERASIONAL PIMPINAT{ DPRD

Pasal 8

(1) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, besarannya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Kediri sebesar :

a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil Ketua DpRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil

Ketua DPRD.
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BAB VI
PELAKSAI{AAI{ DAII PERTAI{G}GUNCn AIIIABAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota

DPRD, tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan dana operasional bagi ketua

DPRD dan wakil ketua DPRD berdasarkarr ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAT{ PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 8 -12 -2022
BUPATI KEDIRI,

Ttd.

IIANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

padatanggal 8 - L2 - 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATIN KEDIRI,

Ttd.

ADI SI'WIGIYYO

BERITA DAERAH KABI'PATEN KTDIRI TAIII'N 20.22 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRBIARIS DAERAH

Aslsten Pemerlntahan
dan

u.b.
PIt. KEPALA HUKUM

sIIrvoNo
Penata Tk. I

NIP. 19661125 198903 1010


